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Abstract: This research objectives are first, to determine the influence of potential fiscal (local 
revenue, general allocation fund, sharing fund, and other official local revenues) to local eco-
nomic growth. Second, to study potential fiscal impact and local economic growth to its 
society welfare. The study took all population as it samples (116 cities in Java), ie: local budget 
realization of all cities in Java from 2007-2009 and uses panel data. Lisrel 8.54 is employed to 
analyze to form Structural Equation Modeling. The result shows that first, local revenues and 
sharing fund have positive influence to economic growth, while general allocation fund and 
other local revenues influence negatively to economic growth. Second, local revenues, general 
allocation fund and sharing fund have positive impact on local society welfare, while the other 
local revenues have no significant impact on it.   
Keywords: potential fiscal, economic growth, local society welfare, local revenues 
Abstrak: Tujuan riset ini pertama, menentukan pengaruh potensi fiskal (Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan pendapatan daerah lainnya yang sah) 
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, untuk mengkaji dampak potensi fiskal dan 
pertumbuhan ekonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Studi ini mengambil selu-
ruh populasi sebagai sampel (116 kota/kabupaten di Jawa) yaitu data realisasi anggaran kabu-
paten/kota di seluruh kota di Jawa; dan menggunakan data panel. Untuk melakukan analisis 
guna mengembankan SEM, digunakan software Lisrel 8.54. Hasil kajian ini menunjukkan: 
pertama, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pertum-
buhan ekonomi, sebaliknya Dana Alokasi Umum dan pendapatan daerah lainnya yang sah 
mempunyai pengaruh negatif. Kedua, pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum dan 
Dana Bagi Hasil berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sementara Pendapatan 
Daerah Lainnya yang Sah tidak mempunyai dampak yang signifikan. 
Kata kunci: potensi fiskal, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pendapatan 
daerah 
PENDAHULUAN 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah adalah salah satu landas-
an yuridis bagi pengembangan otonomi daerah 
di Indonesia. Dalam undang-undang ini dise-
butkan bahwa pengembangan otonomi pada 
daerah kabupaten dan kota diselenggarakan 
dengan memperhatikan prinsip-prinsip demo-
krasi, keikutsertaan masyarakat, pemerataan 
dan keadilan serta memperhatikan potensi dan 
keanekaragaman daerah. Otonomi yang diberi-
kan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksa-
nakan dengan memberikan kewenangan yang 
luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pe-
merintah daerah serta proporsional, artinya 
pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh 
pengaturan, pembagian dan pemanfaatan dan 
sumber daya nasional yang berkeadilan serta 
perimbangan keuangan pusat dan daerah. 
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Salah satu aspek dari pemerintahan daerah 
yang  harus diatur secara hati-hati adalah masa-
lah pengelolaan keuangan daerah serta ang-
garan pendapatan dan belanja daerah (Mardias-
mo, 2004). 
Pengelolaan keuangan daerah memberikan 
imbas terhadap nasib ekonomi suatu daerah, 
karena daerah menjadi maju dan sejahtera atau-
pun sebaliknya menjadi kategori daerah miskin 
dan tidak sejahtera akan tergantung pada 
bagaimana cara suatu daerah dalam mengelola 
keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilaku-
kan secara efisien dan efektif atau dapat dikate-
gorikan memenuhi value for money serta partisi-
pasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan 
akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih 
baik yang selanjutnya berujung pada pening-
katan kesejahteraan masyarakat di daerah. Ke-
mampuan suatu daerah untuk memberi standar 
kehidupan yang baik bagi masyarakatnya ter-
gantung pada rata-rata jangka panjang pertum-
buhan ekonominya. Dalam artian pada periode 
jangka panjang, dimana perbedaan yang sangat 
kecil dalam tingkat pertumbuhan ekonomi da-
pat diterjemahkan ke dalam perbedaan signi-
fikan dalam kesejahteranan dalam lingkup indi-
vidu masyarakat (Waluyo, 2004). 
Aspek pemerintahan lain yang penting 
adalah terkait dengan anggaran pendapatan 
dan belanja daerah agar dilaksanakan dengan 
kapabilitas, efisiensi, dan efektivitas yang wajar 
oleh pemerintah daerah. Anggaran sebagai ins-
trumen kebijakan dan menduduki posisi sentral 
harus memuat kinerja, baik dalam rangka peni-
aian kinerja internal maupun keterkaitannya 
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ma-
syarakat dan meningkatkan kesejahteraan ma-
syarakat. Kinerja yang berkaitan dengan ang-
garan akan berupa rasio keuangan yang mem-
bandingkan antara komponen-komponen yang 
terdapat pada anggaran (Hamzah, 2008). Pen-
danaan penyelenggaraan pemerintahan harus 
dilaksanakan dengan efisien dan efektif untuk 
mencegah tumpang tindih atau pun tidak terse-
dianya pendanaan pada suatu bidang pemerin-
tahan, maka diatur pendanaan penyelenggara-
an pemerintahan. Penyelenggaraan pemerin-
tahan yang menjadi kewenangan daerah dibia-
yai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan 
kewenangan pemerintahan yang menjadi tang-
gung jawab pemerintah dibiayai dari APBN, 
baik kewenangan pusat yang didekonsentrasi-
kan kepada gubernur atau ditugaskan kepada 
pemerintah daerah dalam rangka tugas pem-
bantuan. Sumber-sumber pendanaan pelaksa-
naan pemerintahan daerah terdiri atas penda-
patan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman 
daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah 
(Kawedar, 2008). 
Penelitian ini terdiri dari dua model, di-
mana model pertama dalam penelitian meng-
analisis pengaruh komponen-komponen poten-
si fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Isti-
lah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 
ekonomi sebenarnya sama, namun biasanya 
istilah pembangunan ekonomi (economic deve-
lopment) lebih dikenal di negara sedang ber-
kembang, sedangkan istilah pertumbuhan eko-
nomi (economic growth) lebih dikenal di negara 
maju (Amalia, 2007). Pertumbuhan ekonomi 
adalah suatu proses/perubahan yang terus me-
nerus dan usaha suatu negara untuk memper-
besar atau meningkatkan pendapatan masyara-
katnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah 
akan meningkat dipengaruhi oleh potensi fiskal 
dan rasio keuangan daerah. Potensi fiskal ter-
diri dari komponen-komponen menurut Mente-
ri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2008 antara 
lain: pendapatan asli daerah, dana alokasi 
umum, dana bagi hasil dan pendapatan daerah 
lainnya yang sah. Potensi fiskal dapat diguna-
kan untuk mendorong dan meningkatkan per-
tumbuhan ekonomi yang selanjutnya mening-
katkan kesejahteraan masyarakat (Abdullah 
dan Halim, 2003; Maemunah, 2006; Christy dan 
Adi, 2009).   
Pada model pertama menggunakan varia-
bel endogen yaitu pertumbuhan ekonomi, se-
dangkan variabel eksogen yaitu komponen-
komponen potensi fiskal yang terdiri dari PAD, 
Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Pen-
dapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah. Selain 
melakukan pengujian pengaruh variabel ekso-
gen terhadap variabel endogen, dalam peneli-
tian ini juga dilakukan pengujian hipotesis 
yang menunjukkan hubungan antarvariabel en-
dogen yaitu model kedua penelitian ini antara 
pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan 
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masyarakat. Model kedua yaitu pengaruh po-
tensi fiskal dan pertumbuhan ekonomi dalam 
memprediksi kesejahteraan masyarakat. Kebi-
jakan daerah yang terus meningkatkan kesejah-
teraan masyarakat yang optimal adalah suatu 
hasil interaksi proses dari masyarakat kepada 
pimpinan daerah (Moreno, 2005). Masyarakat 
dikatakan sejahtera apabila tingkat penduduk 
sejahteranya relatif banyak dibandingkan dae-
rah lainnya, PDRB per kapita relatif tinggi dan 
angka pendidikan melek huruf yang relatif 
tinggi (Sabarella, 2009).   
Salah satu motivasi dilakukannya peneli-
tian ini adalah masih minimnya penelitian yang 
memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi dan 
dampaknya pada kesejahteraan masyarakat 
masih relatif sedikit dilakukan di Indonesia. 
Dalam penelitian ini bermaksud untuk melaku-
kan pengembangan penelitian karena adanya 
kesenjangan penelitian (gap research) tentang 
beberapa hasil penelitian yang menyisakan 
kelemahan, dimana menurut Ferdinand (2006) 
sebuah penelitian yang hasilnya masih menyi-
sakan kelemahan atau keterbatasan perlu dila-
kukan upaya penelitian lanjutan karena keter-
batasan tersebut dianggap sebagai masalah da-
lam topik yang diangkat. Oleh karena itu pene-
litian ini akan melakukan pengujian hipotesis 
dengan menggunakan penelitian repikasi eks-
tensi (modified research) yaitu penelitian yang 
mengekstensi hipotesis-hipotesis yang telah di-
kembangkan oleh peneliti lain untuk mengha-
silkan sebuah model baru yang lebih lengkap 
atau lebih menyeluruh atau fokus dengan bebe-
rapa hipotesis (Ferdinand, 2006). 
Replikasi ekstensi yang dilakukan dalam 
penelitian ini mengacu pada beberapa peneliti-
an antara lain dilakukan oleh Adi (2006) bahwa 
pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pen-
dapatan daerah, sedangkan Kuncoro (2007) me-
ngatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di-
pengaruhi oleh dana transfer yang diteliti oleh 
menggunakan proksi dana alokasi. Nilai tam-
bah dan kekhasan penelitian adalah penggu-
naan Path analysis dengan Lisrel 8.54 untuk mem-
prediksi pertumbuhan ekonomi dan kesejahte-
raan masyarakat, sehingga akan diperoleh hasil 
yang lebih mendetail dalam melakukan peng-
ujian hipotesis-hipotesisnya. Dengan analisis 
struktural dengan Path Analysis diharapkan 
mampu menganalisis pengaruh langsung dan 
pengaruh tidak langsung (mediating variable) an-
tarvariabel-variabel yang akan diuji pengaruh-
nya. 
Pulau Jawa sebagai obyek kajian dalam 
penelitian ini karena Pulau Jawa ternyata masih 
menjadi daerah yang mendominasi pertumbuh-
an ekonomi di seluruh Indonesia. Pulau Jawa 
memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB 
kuartal IV/2009 sebesar 57,6 persen dengan tiga 
provinsi utamanya yakni DKI Jakarta sebesar 
16,6 persen, Jawa Timur 14,7 persen, dan Jawa 
Barat (14,4 persen). Sementara, Pulau Sumatera 
memberikan kontribusi 23,5 persen dengan tiga 
provinsi terbesar yakni Riau (7,1 persen), 
Sumatera Utara (5,2 persen), dan Sumatera 
Selatan (3,1 persen). Daerah penyumbang PDB 
lainnya adalah Pulau Kalimantan 9,5 persen, 
Pulau Sulawesi 4,6 persen, dan sisanya 4,8 per-
sen di provinsi-provinsi lainnya. Sebagai pulau 
yang mendominasi pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia, Pulau Jawa ternyata memiliki feno-
mena fluktuasi pertumbuhan ekonomi antara 
tahun 2007–2009. Pertumbuhan ekonomi di 
Pulau Jawa tergolong besar, namun mengalami 
fluktuasi menurun pada tahun 2008, kemudian 
meningkat pada tahun 2009. Untuk mengetahui 
gap atau perbedaan persentase pertumbuhan 
Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia (%) Tahun 2007-2009 
No. Wilayah / Pulau 2007 2008 2009 
1 Sumatera 22,9 23,3 23,5 
2 Jawa 58,8 57,7 58,1 
3 Bali dan Nusa Tenggara 2,7 2,5 2,7 
4 Kalimantan 9,4 10,5 9,2 
5 Sulawesi 4,1 4,2 4,5 
6 Maluku dan Papua 2,1 1,8 2,0 
Indonesia  100% 100% 100% 
Sumber: Biro Pusat Statistik, 2010  
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ekonomi di Indonesia (lihat pada Tabel 1.) 
Tujuan spesifik penelitian ini adalah (1) 
mengkaji model pertumbuhan ekonomi daerah. Per-
tumbuhan ekonomi dapat juga diartikan seba-
gai kenaikan Gross Domestic Product (GDP) atau 
Gross National Product (GNP), konsep  pertum-
buhan ekonomi dapat dijelaskan melalui poten-
si fiskal atau disebut sebagai kapasitas fiskal 
menunjukkan gambaran kemampuan keuangan 
masing-masing daerah yang dicerminkan mela-
lui pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, 
dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah 
lainnya yang sah yang akan dihubungkan ter-
hadap pertumbuhan ekonomi; (2) Melakukan 
kajian analisis dan dampak potensi fiskal dan 
pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan 
masyarakat. Tingkat kemakmuran penduduk 
merupakan indikator yang mengambarkan ke-
sejahteraan suatu daerah. Kesejahteraan  ma-
syarakat  diukur  melalui jumlah penduduk se-
jahtera. Komponen potensi fiskal dan pertum-
buhan ekonomi diharapkan sejalan dengan 
kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota. 
Hubungan antarvariabel eksogen dengan 
variabel endogen. (1) Pengaruh potensi fiskal 
(PAD, DAU, DBH dan PAD lainnya yang sah) 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Potensi atau 
kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan 
keuangan masing-masing daerah yang dicer-
minkan melalui penerimaan umum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak terma-
suk dana alokasi khusus, dana darurat, dana 
pinjaman lama, dan penerimaan lain yang 
penggunaannya dibatasi untuk membiayai pe-
ngeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pe-
merintahan setelah dikurangi belanja pegawai 
dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin 
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/ 
PMK/07/2008). 
Potensi fiskal dapat diukur dengan kompo-
nen-komponennya terdiri dari Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum 
dan pendapatan daerah lainnya yang sah), 
dimana dana bagi hasil dan dana alokasi umum 
termasuk dalam dana transfer atau dana perim-
bangan. Dana Perimbangan atau dana transfer 
merupakan dana yang bersumber dari peneri-
maan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nega-
ra (APBN) yang dialokasikan kepada daerah 
untuk membiayai kebutuhan daerah (Abdullah 
dan Halim 2006).   
Komponen pertama dari potensi fiskal ada-
lah Pendapatan Asli Daerah merupakan semua 
penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan 
aktiva atau penurunan utang dari berbagai 
sumber dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan. Komponen pendapatan daerah 
terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan 
PAD lainnya; Komponen kedua adalah Dana 
Alokasi Umum yaitu dana yang berasal dari 
APBN yang dialokasikan dengan tujuan peme-
rataan kemampuan keuangan antar daerah un-
tuk membiayai kebutuhan pengeluarannya da-
lam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berda-
sarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
pasal 29 Proporsi DAU antardaerah provinsi 
dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan 
imbangan kewenangan antara Provinsi dan 
Kabupaten/Kota Transfer merupakan konse-
kuensi dari tidak meratanya keuangan dan eko-
nomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah 
mengurangi kesenjangan keuangan horizontal 
antar-daerah, dan mengurangi kesenjangan 
vertikal pusat-daerah. Mengatasi persoalan efek 
pelayanan publik antardaerah, dan untuk 
menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian 
di daerah (Abdullah dan Halim 2006). Kom-
ponen ketiga potensi fiskal yaitu dana bagi 
hasil yaitu dana yang bersumber dari pajak dan 
sumber daya alam. Sedangkan komponen 
keempat potensi fiskal yaitu PAD lainnya yang 
sah yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan  merupakan penerimaan 
daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik 
daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari 
BPD, perusahaan daerah, dividen BPR-BKK 
dan penyertaan modal daerah kepada pihak 
ketiga. Lain-lain pendapatan asli daerah meru-
pakan penerimaan daerah yang berasal dari 
lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan 
ini berasal dari hasil penjualan barang milik 
daerah, dan penerimaan jasa giro. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dar-
wanto dan Yustikasari (2007) bahwa pada taraf 
signifikansi 10 persen dana transfer (terdiri dari 
dana alokasi, dana perimbangan dan dana bagi 
hasil) berpengaruh positif terhadap pertumbuh-
an daerah. Hasil tersebut berlawanan dengan 
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penelitian yang dilakukan Kuncoro (2007) bah-
wa pertumbuhan ekonomi merupakan besaran 
yang diukur dari kenaikan besarnya pendapat-
an nasional (produksi nasional) pada periode 
tertentu. Nilai dari pendapatan nasional ini 
merupakan gambaran dari kegiatan (aktivitas 
ekonomi) secara nasional pada periode tertentu. 
Beberapa proksi untuk mengukur pertumbuh-
an ekonomi yang banyak digunakan yaitu 
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 
atau Gross National Product (GNP). Tingkat per-
tumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan 
penting pemerintah daerah maupun pemerin-
tah pusat. Upaya untuk meningkatkan penda-
patan daerah akan memberikan arti apabila 
tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan 
ekonomi daerah. Brata (2004) menyatakan bah-
wa terdapat dua komponen penerimaan daerah 
yang berpengaruh positif secara signifikan ter-
hadap pertumbuhan ekonomi regional. Kedua 
komponen tersebut adalah PAD dan Bagian 
Sumbangan dan Bantuan. Namun demikian, 
penelitian Brata (2004) belum mencakup perio-
de setelah otonomi daerah sehingga hubungan 
PAD dan Pertumbuhan ekonomi dapat saja me-
ngarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu 
ofensif dalam upaya peningkatan penerimaan 
daerahnya. Pertumbuhan ekonomi sering di 
ukur dengan mengunakan pertumbuhan pro-
duk domestik bruto (PDB/PDRB), namun de-
mikian indikator ini dianggap tidak selalu tepat 
dikarenakan tidak mencerminkan makna per-
tumbuhan yang sebenarnya. Indikator lain, 
yaitu pendapatan per kapita dapat digunakan 
untuk mengukur pertumbuhan ekonomi (Gas-
persz dan Feonay, 2003). Semakin besar penda-
patan yang diperoleh daerah, maka akan sema-
kin tinggi pertumbuhan ekonomi yang diper-
oleh daerah tersebut. Hasil penelitian yang dila-
kukan oleh Harianto dan Hari Adi (2007) bah-
wa pada taraf signifikansi 5 persen pendapatan 
daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Dari pernyataan di 
atas, maka hipotesis model pertama (H1 – H4) 
dalam penelitian ini antara lain: H1: Pendapat-
an Asli Daerah berpengaruh positif terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi; H2: Dana Alokasi 
Umum berpengaruh positif terhadap Pertum-
buhan Ekonomi; H3: Dana Bagi Hasil berpenga-
ruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi; 
H4: Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah 
berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi 
Pengaruh  potensi fiskal (PAD, DAU, DBH 
dan PAD lainnya yang sah) terhadap  kesejah-
teraan masyarakat. Potensi fiskal sebagai kapa-
sitas fiskal menunjukkan gambaran kemampu-
an keuangan masing-masing daerah yang dicer-
minkan melalui penerimaan umum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak terma-
suk dana alokasi khusus, dana darurat, dana 
pinjaman lama, dan penerimaan lain yang 
penggunaannya dibatasi untuk membiayai pe-
ngeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pe-
merintahan setelah dikurangi belanja pega-
wai.   Hasil penelitian yang dilakukan Christy 
dan Adi, 2009 menunjukkan bahwa DAU yang 
merupakan komponen fiskal berpengaruh posi-
tif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari per-
nyataan di atas, maka beberapa hipotesis (H5 – 
H8) dalam penelitian ini antara lain: H5: Penda-
patan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap 
Kesejahteraan Masyarakat; H6: Dana Alokasi 
Umum berpengaruh positif terhadap Kesejahte-
raan Masyarakat; H7: Dana Bagi Hasil berpe-
ngaruh positif terhadap Kesejahteraan Masya-
rakat; H8: Pendapatan Asli Daerah Lainnya 
yang Sah berpengaruh positif terhadap Kese-
jahteraan Masyarakat.  
Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 
kesejahteraan masyarakat. Menurut Djoyoha-
dikusumo (1994) suatu perekonomian dikata-
kan mengalami pertumbuhan atau perkem-
bangan jika tingkat kegiatan ekonominya me-
ningkat atau lebih tinggi jika dibandingkan de-
ngan tahun sebelumnya. Berbeda dengan pem-
bangunan ekonomi yang mengandung arti 
lebih luas dan mencakup perubahan pada tata 
susunan ekonomi masyarakat secara menye-
luruh. Menurut Amalia (2007) istilah pertum-
buhan ekonomi dan pembangunan ekonomi 
sebenarnya sama, namun biasanya istilah pem-
bangunan ekonomi (economic development) lebih 
dikenal di negara sedang berkembang, sedang-
kan istilah pertumbuhan ekonomi (economic 
growth) lebih dikenal di negara maju. Pertum-
buhan ekonomi adalah suatu proses/perubah-
an yang terus menerus dan usaha suatu negara 
untuk memperbesar atau meningkatkan penda-
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patan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi 
suatu daerah akan meningkat dipengaruhi oleh 
kinerja keuangan daerah yang baik (Amalia, 
2007). 
Kesejahteraan masyarakat adalah tingkat 
kemakmuran penduduk suatu daerah atau ne-
gara dalam memenuhi kebutuhan hidup ma-
syarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat di-
ukur melalui dua faktor yaitu tingkat pengang-
guran (ketimpangan tenaga kerja) dan tingkat 
kemiskinan (ketimpangan pendapatan). Pe-
ngertian pengangguran adalah penduduk yang 
tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan 
atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru 
atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan 
karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan 
(discouraged workers) atau penduduk yang tidak 
mencari pekerjaan karena sudah diterima be-
kerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum 
bekerja (Putong, 2003). 
Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan 
perkembangan kegiatan dalam perekonomian 
yang menyebabkan barang dan jasa yang dipro-
duksi dalam masyarakat bertambah dan ke-
makmuran masyarakat meningkat. Pertumbuh-
an ekonomi merupakan kemampuan suatu ne-
gara dalam menyediakan kebutuhan akan ba-
rang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah 
yang banyak sehingga memungkinkan untuk 
kenaikan standar hidup yang mana berdampak 
pula bagi penurunan tingkat pengangguran 
dalam jangka panjang. Semakin tinggi pertum-
buhan ekonomi di daerah, maka akan semakin 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
daerah tersebut. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ham-
zah (2008) bahwa pada taraf signifikansi 5 per-
sen pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif 
terhadap kesejahteraan masyarakat yang diin-
dikasikan dengan tingkat pengangguran. Dari 
pernyataan di atas, maka hipotesis keempat pe-
nelitian ini dapat dijelaskan. H9: Pertumbuhan 
Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kesejah-
teraan Masyarakat 
Model Penelitian. Model penelitian akan 
menggambarkan kosep dari rancangan opera-
sional variabel yang implentasikan dalam da-
lam penelitian berupa variabel tengah (pertum-
buhan ekonomi) yang dipengaruhi oleh varia-
bel potensi fiskal (Pendapatan Asli Daerah, Da-
na Alokasi Umum, Dana Bagi Hasi dan PAD 
lainnya yang sah). Model selanjutntya pertum-
buhan ekonomi yang dikur dengan laju PDRB 
yang digunakan untuk memprediksi kesejahte-
raan masyarakat dengan menggunakan indika-
tor penduduk sejahtera. Model penelitian ini 
dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.  
Definisi Operasional Variabel. Definisi 
operasional digunakan untuk memudahkan pe-
mahaman tentang variabel yang akan diteliti, 
sehingga memerlukan penegasan dan penjelas-
an untuk masing-masing variabel. Definisi ope-
rasional yang digunakan dalam penelitian ini 
dapat dijelaskan pada Tabel 2.   
METODE PENELITIAN  
Populasi dan sampel  
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. 
Populasi responden target dari penelitian ini 
 
 
Keterangan: Potensi Fiskal (PF) terdiri dari LX1 PAD, LX2 DAU, LX3 DBH, LX4 PAD Lain Sah. Pertumbuhan ekonomi diukur 
dengan indikator: LY1 LAJU PDRB. Kesejahteraan Masyarakat diukur dengan indikator: LY2 Penduduk Sejahtera 
Gambar 1. Model Penelitian 
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adalah semua Pemerintah Daerah se-Kabupa-
ten/Kota yang berada di Pulau Jawa dari Reali-
sasi APBD tahun 2007–2009. Sampel adalah 
sebagian dari populasi. Dalam penelitian ini 
dilakukan sensus karena semua populasi diam-
bil sebagai data penelitian yaitu mengambil se-
mua populasi yaitu data realisasi APBD se-Jawa 
berada di tahun 2007–2009 sejumlah 116 sam-
pel. 
Dalam implementasinya ditunjukkan data 
keuangan daerah dari sebaran pemerintah ka-
bupaten dan pemerintah kota yang tersebar di 
Pulau Jawa, dapat dilihat pada Tabel 3. 
Jenis dan prosedur pengumpulan data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh 
melalui perantara. Dalam penelitian ini pihak 
perantaranya yang dimaksud adalah data yang 
diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik dan Bank 
Indonesia.  Metode pengumpulan data yang di-
gunakan terutama dengan cara studi dokumen-
tasi, yaitu merupakan suatu cara yang diguna-
kan untuk memperoleh data dengan mengana-
lisis informasi yang didokumentasikan dalam 
bentuk tulisan atau bentuk-bentuk lain. Data 
diperoleh dari data yang diterbitkan oleh Biro 
Pusat Statistik dan Bank Indonesia. 
Alat Analisis Data 
Analisis data yang dilakukan dengan menggu-
nakan Analisis Path (Path Analysis) dengan 
Tabel 2. Definisi Konsep dan Operasional Variabel Penelitian 
No. 
Variabel 
Penelitian Definisi Konsep 
Definisi Operasional  
(Indikator/Rumus) 
1. Pendapatan 
Asli Daerah  
 
Semua penerimaan daerah yang berasal 
dari sumber ekonomi asli daerah. 
1. Pendapatan Asli Daerah = pajak daerah, 
retribusi daerah dan PAD lainnya. 
2. Dana Alokasi 
Umum 
Dana yang berasal dari APBN yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan 
kemampuan keuangan antardaerah 
untuk membiayai kebutuhan 
pengeluarannya dalam rangka pelak-
sanaan desentralisasi. 
2. Dana Alokasi Umum = Dana kesenjangan 
keuangan horizontal antar-daerah + Dana 
mengurangi kesenjangan vertical Pusat-
Daerah  +| Dana mengatasi persoalan efek 
pelayanan public antar-daerah + Dana untuk 
menciptakan stabilitas aktivitas 
perekonomian di daerah 
3. Dana Bagi 
Hasil 
Dana yang bersumber dari pajak dan 
sumber daya alam, Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan dan Pajak 
Penghasilan. 
3. Dana Bagi Hasil = Dana Perimbangan, Hibah 
+ Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari 
Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya + 
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus + 





Penerimaan daerah yang berasal dari 
lain-lain milik pemerintah daerah. 
Penerimaan ini berasal dari hasil 
penjualan barang milik daerah, dan 
penerimaan jasa giro. 
4. PAD lainnya yang sah = BPD, perusahaan 
daerah, dividen BPR-BKK dan penyertaan 
modal daerah kepada pihak ketiga 
5. Pertumbuhan 
Ekonomi 
Perkembangan kegiatan dalam 
perekonomian yang menyebabkan 
barang dan jasa yang diproduksi dalam 
masyarakat bertambah dan kemakmuran 
masyarakat meningkat. 
Laju PDRB = (PDRB(t) – PDRB(t-1)) / PDRB(t-1) 
6 Kesejahteraan 
Masyarakat 
Tingkat kemakmuran penduduk suatu 
daerah atau negara dalam memenuhi 
kebutuhan hidup masyarakat 
Penduduk sejahtera = total jumlah penduduk – 
jumlah penduduk miskin  
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menggunakan software LISREL 8.54. Analisis 
path merupakan teknik statistik yang diguna-
kan untuk menguji hubungan kausal antara 
dua atau lebih variabel (Fuad dan Ghozali, 
2008). Analisis path dalam penelitian ini meng-
gunakan variabe bebas potensi fiskal (PAD, 
DAU, DBH dan PAD lainnya yang sah), varia-
bel intervening yaitu pertumbuhan ekonomi 
(Laju PDRB) serta variabel terikat yaitu Kese-
jahteraan Masyarakat (Total Penduduk Sejahte-
ra). 
Dengan Path Analysis maka tidak peru dila-
kukan confirmatory factor analysis (CFA) yang 
disebabkan karena indikator yang digunakan 
untuk masing-masing variabel unobserved ada-
lah satu, sehingga dinyatakan valid untuk dila-
kukan pengujian hipotesis.  
HASIL PENELITIAN  
Statistik deskriptif 
Analisis statistik deskriptif variabel laten poten-
si fiskal terdiri dari PAD, DAU, DBH, dan PAD 
lainnya yang sah yang tersaji pada Tabel 4. 
Tabel 4 menunjukkan bahwa Pendapatan 
Asli Daerah untuk wilayah Kab/Kota se-Jawa 
memiliki nilai rata-rata sebesar 164.751 (dalam 
jutaan rupiah); nilai terendah sebesar 11.111,75 
(dalam jutaan rupiah); nilai tertinggi sebesar 
1.855.758 (dalam jutaan rupiah) dan standar 
deviasi sebesar 379.512,19. Dana Alokasi Umum 
memiliki nilai rata-rata sebesar 501.297,7 (dalam 
jutaan rupiah); nilai terendah sebesar 0 (dalam 
jutaan rupiah); nilai tertinggi sebesar 1.351.912 
(dalam jutaan rupiah) dan standar deviasi 
sebesar 339.439,15. Dana Bagi Hasil memiliki 
nilai rata-rata sebesar 141.880 (dalam jutaan 
rupiah); nilai terendah sebesar 7.886,19 (dalam 
jutaan rupiah); nilai tertinggi sebesar 1.590.000 
(dalam jutaan rupiah) dan standar deviasi 
sebesar 339.439,15. Pendapatan Lainnya yang 
Sah memiliki nilai rata-rata sebesar 12.362,66 
(dalam jutaan rupiah); nilai terendah sebesar 
243 (dalam jutaan rupiah); nilai tertinggi sebe-
sar 89.175 (dalam jutaan rupiah) dan standar 
deviasi sebesar 12.385,59.  
Analisis statistik deskriptif variabel endo-
gen pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat tersaji pada Tabel 5. 
Tabel 5 mengindikasikan bahwa Pertum-
Tabel 3. Distribusi Data Sampel Pemkab dan Pemkot 
No Provinsi Jumlah Pemkob/ Pemkot 
1 Jakarta 6 
2 Banten  6 
3 Jawa Barat 26 
4 Jawa Tengah 35 
5 Yogyakarta 5 
6 Jawa Timur 38 
Jumlah Kota Pemkot/ Pemkab 116 
 Sumber: BPS, 2010 
Tabel 4. Statistik Deskriptif Komponen Potensi Fiskal (PAD, DAU, DBH, dan PAD lainnya yang sah 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std Deviation 
Pendapatan Asli Daerah 
Dana Alokasi Umum 
Dana Bagi Hasil 
Pendapatan lainnya yg sah 






















Sumber: Data yang diolah 
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buhan ekonomi untuk wilayah kab/kota se-
Jawa memiliki nilai rata-rata sebesar 5,15 per-
sen; nilai terendah sebesar 2,02 persen; nilai ter-
tinggi sebesar 14,97 persen dan standar deviasi 
sebesar 1,35. Kesejahteraan Masyarakat yaitu 
Penduduk Sejahtera untuk wilayah kab/kota 
se-Jawa memiliki nilai rata-rata sebanyak 
1.024.191; nilai terendah sebesar 14.251; nilai 
tertinggi sebesar 4.821.255 dan standar deviasi 
sebesar 767.641,25. Kesejahteraan Masyarakat 
yaitu Upah Minimum Regional untuk wilayah 
kab/kota se-Jawa memiliki nilai rata-rata seba-
nyak 1.024.191; nilai terendah sebesar 14.251; 
nilai tertinggi sebesar 4.821.255 dan standar 
deviasi sebesar 366.739,61. 
Uji Normalitas Data 
Model Structural Equation Modelling (SEM) me-
rupakan kombinasi antara regresi dengan ana-
lisis faktor, dimana data yang disajikan harus 
terbebas dari kondisi data yang tidak normal. 
Menurut Joreskog (2002) dalam Fuad dan 
Ghozali (2008: 38) bahwa khusus untuk data 
continous, transformasi data diperbolehkan. 
Akan tetapi untuk data ordinal, transformasi 
data tidak dianjurkan karena akan mengakibat-
kan data sulit diinterpretasikan. Tindakan 
transformasi dilakukan karena data asli pada 
masing-masing variabel manifest menunjukkan 
standar deviasi pada beberapa data yang jauh 
lebih besar dibandingkan mean dan menunjuk-
kan distribusi data yang tidak normal seperti 
yang terlihat pada Tabel 6.  
Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai Z skew-
ness dan Z kurtosis yang diperoleh dengan ru-
mus (statistic/std error) lebih kecil dari Z tabel 
tingkat signifikansi 5 persen sebesar 1,96 se-
hingga menunjukkan kondisi data yang ber-
distribusi tidak normal. Oleh karena itu dilaku-
kan transformasi menjadi bilangan logaritma 
natural (Ln) sehingga tampak hasil uji nor-
malitasnya pada Tabel 7. 
Tabel 7 terlihat bahwa nilai probabilitas le-
bih besar dari tingkat signifikansi 5% pada uji 
skewness dan kurtosis menunjukkan kondisi 
data yang berdistribusi normal. Dengan demi-
kian data yang digunakan untuk proses pengu-
jian hipotesis menggunakan Structural Equa-
tion Modelling pada pembahasan selanjutnya 
menggunakan data hasil transformasi bilangan 
logaritma natural. 
Tabel 5. Statistik Deskriptif Pertumbuhan Ekonomi (Laju PDRB) dan Kesejahteraan Masyarakat 
(Jumlah Penduduk Sejahtera) 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std Deviation 
PDRB 
Penduduk Sejahtera 












Sumber: Data yang diolah 
Tabel 6. Pengujian Normalitas Data Asli 
Descriptive Statistics 
 N Skewness Kurtosis 
 Statistic Statistic Std Error Statistic Std Error 
Pendapatan Asli Daerah 
Dana Alokasi Umum 
Dana Bagi Hasil 





































Sumber: Data yang diolah 
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Analisis model penuh (Path Analysis) 
Analisis hasil pengolahan data pada tahap full 
model (Path Analysis) dilakukan dengan melaku-
kan uji kesesuaian dan uji statistik. Hasil peng-
olahan data untuk analisis full model Path Ana-
lysis ditampilkan pada Gambar 2. 
Hasil Pengujian Full Model Path Analysis  
Gambar 2 menunjukkan model fit disebabkan 
karena nilai chi square sangat rendah tinggi 
yaitu 0,000 dan nilai probabilitas sebesar 1,00 
lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5%.  
Goodness of fit model  
Hasil analisis goodness of fit pada full model Path 
Analysis dapat dilihat pada Tabel 8.   
Hasil analisis pengolahan data terlihat 
bahwa semua manifest yang digunakan untuk 
membentuk sebuah model penelitian, pada 
proses analisis full model Path Analysis telah 
memenuhi kriteria goodness of fit yang telah 
ditetapkan. Nilai probability pada analisis ini 
menunjukkan nilai di atas batas signifikasi yai-
tu sebesar 1.000 (p>0.05 dengan menggunakan 
taraf signifikansi 5%). Nilai ini menunjukkan 
tidak adanya perbedaan antara matriks kova-
rian prediksi dengan matriks kovarian diesti-
masi. Ukuran goodness of fit pada RMSEA, me-
nunjukkan pada kondisi yang baik.  
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pengaruh Potensi Fiskal terhadap Pertum-
buhan Ekonomi (H1 – H4) 
Potensi fiskal dalam penelitian ini terdiri dari 4 
konstruk antara lain: pendapatan asli daerah, 
Dana alokasi umum, dana bagi hasil dan PAD 
lainnya yang sah. Dengan semakin tingginya 
Tabel 7. Pengujian Normalitas Setelah Data Ditransformasi dengan Ln 
Test of Univariate Normality for Continuous Variables 
Variable Skewness Kurtosis Skewness & Kurtosis 











































Sumber: Data yang diolah 
 
Chi-Square=0.00, df=0, p-value =1.00000, RSMEA=0.000 
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Potensi Fiskal yang diharapkan dapat tumbuh 
di suatu daerah (kabupaten/kota) diharapkan 
mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
di daerah tersebut. Hal ini menjadi suatu khasa-
nah bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi men-
jadi salah satu tujuan penting pemerintah dae-
rah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk 
meningkatkan pendapatan daerah akan mem-
berikan arti apabila tidak diikuti dengan pe-
ningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.  
Dengan melihat pengujian hipotesis pada 
model SEM diperoleh hasil bahwa PAD berpe-
ngaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, 
DAU berpengaruh negatif terhadap pertum-
buhan ekonomi, DBH berpengaruh positif ter-
hadap pertumbuhan ekonomi dan PAD lainnya 
yang sah berpengaruh negatif terhadap per-
tumbuhan ekonomi.  
Dengan demikian hanya hipotesis pertama 
dan ketiga dalam penelitian ini yang diterima 
yang menyatakan bahwa PAD dan DBH berpe-
ngaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Sedangkan hipotesis ketiga dan keempat tidak 
dapat diterima yaitu DAU dan PAD lainnya 
berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan 
ekonomi dan tentunya hal ini tidak sesuai de-
ngan konsep teori yang logis. Hal ini membe-
rikan informasi penting bahwa ternyata Dana 
Alokasi Umum dan PAD lainnya yang sah di 
beberapa Kabupaten/Kotamadia yang tinggi ti-
dak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi di 
daerahnya. Oleh karena itu hasil ini perlu disi-
kapi oleh pihak legislative agar pemberian dana 
alokasi umum dan PAD lainnya harus lebih 
merata dan diharapkan dibagikan untuk me-
rangsang pertumbuhan ekonomi di kabupa-
ten/kota.  
Pengaruh Potensi Fiskal terhadap Kesejah-
teraan Masyarakat (H5 – H8) 
Hasil pengujian diperoleh bahwa PAD berpe-
ngaruh positif terhadap kesejahteraan masyara-
kat, DAU berpengaruh positif terhadap kese-
jahteraan masyarakat, DBH berpengaruh positif 
terhadap kesejahteraan masyarakat dan PAD 
lainnya yang sah tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kesejahteraan masyarakat.  
Dengan demikian hipotesis kelima, ke-
enam dan ketujuh dalam penelitian ini yang 
diterima yang menyatakan bahwa PAD, DAU 
dan DBH berpengaruh positif terhadap kesejah-
teraan masyarakat. Sedangkan hipotesis kedela-
pan tidak dapat diterima yaitu PAD lainnya 
yang sah tidak berpengaruh terhadap kesejah-
teraan masyarakat. Hasil di atas terutama PAD, 
DAU dan DBH tentunya sejalan dengan pro-
gram pemerintah untuk meningkatkan pemba-
ngunan dan kesejahteraan masyarakat di kabu-
paten/kota. 
Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi terhadap  
Kesejahteraan Masyarakat (H9) 
Pertumbuhan ekonomi merupakan perkem-
bangan kegiatan dalam perekonomian yang 
menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi 
dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran 
masyarakat meningkat. Semakin tinggi pertum-
buhan ekonomi di daerah, maka akan semakin 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
daerah tersebut.  Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh ne-
gatif terhadap kesejahteraan masyarakat yang 
berarti bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi 
yang terjadi di kabupaten/kota di Pulau Jawa 
masih belum searah dengan konsep kesejahte-
raan yang menjadi Tujuan Negara Indonesia: 
tercapainya masyarakat yang sejahtera adil dan 
makmur. Dengan demikian hipotesis kesem-
bilan dalam penelitian ini tidak dapat diterima 
karena bertentangan dengan konsep logis dari 
Tabel 8. Structural Equation Model (Path Analysis) 
Goodness of Fit Indeks Cut-off value Hasil Analisis Evaluasi Model 
Chi-square Kecil  0,000 Baik 
Probability ≥ 0,01 (taraf sig. 10%) 1,000 Baik 
RMSEA ≤ 0,08 0,000 Baik 
Sumber: Data Penelitian yang diolah 
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penetapan hipotesis kesembilan. Hal ini tentu-
nya sangat penting untuk diperhatikan oleh 
pihak eksekutif dan legislative agar pertumbuh-
an ekonomi yang ada di kabupaten/kota mam-
pu mensejahterakan masyarakat karena dari 
hasil penelitian membuktikan bahwa ternyata 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kabupa-
ten/kota tidak merata karena berlawanan de-
ngan tingkat kesejahteraan masyarakat di kabu-
paten/kota. Hasil ini tidak sejalan dengan hasil 
yang ditemukan oleh Hamzah (2008) bahwa 
pada taraf signifikansi 5% pertumbuhan eko-
nomi berpengaruh positif terhadap kesejahte-
raan masyarakat yang diindikasikan dengan 
tingkat pengangguran.  
SIMPULAN  
Dari hasil pengujian pengaruh potensi fiskal 
terhadap pertumbuhan Ekonomi dan kesejahte-
raan masyarakat dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
Pertama, PAD berpengaruh positif terha-
dap pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh 
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, DBH 
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi dan PAD lainnya yang sah berpenga-
ruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Dengan demikian hanya hipotesis pertama dan 
ketiga dalam penelitian ini yang diterima yang 
menyatakan bahwa PAD dan DBH berpenga-
ruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Sedangkan hipotesis ketiga dan keempat tidak 
dapat diterima yaitu DAU dan PAD lainnya 
berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan 
ekonomi.  
Kedua, hasil pengujian diperoleh bahwa 
PAD berpengaruh positif terhadap kesejahtera-
an masyarakat, DAU berpengaruh positif terha-
dap kesejahteraan masyarakat, DBH berpenga-
ruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat 
dan PAD lainnya yang sah tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. 
Dengan demikian hipotesis kelima, keenam dan 
ketujuh dalam penelitian ini yang diterima 
yang menyatakan bahwa PAD, DAU dan DBH 
berpengaruh positif terhadap kesejahteraan ma-
syarakat. Sedangkan hipotesis kedelapan tidak 
dapat diterima yaitu PAD lainnya yang sah 
tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan ma-
syarakat.  
Terakhir, pertumbuhan ekonomi berpenga-
ruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat 
artinya kondisi yang terjadi di Kabupaten/ 
Kota se-Jawa tahun 2007–2009 menunjukkan 
bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/ 
Kota masih belum sesuai dengan tingkat kese-
jahteraan masyarakat di masing-masing daerah. 
Rekomendasi. Sehingga Komponen poten-
si fiskal yang terdiri dari: Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil  
(Pemerintah Pusat dan Daerah), Pendapatan 
Asli Daerah lainnya yang sah merupakan kom-
ponen yang harus diperjelas regulasinya agar 
alokasi anggaran yang ada memberikan imbas 
langsung pada pertumbuhan ekonomi dan ke-
ssejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di 
daerah guna mensukseskan konsep otonomi 
dan desentralisasi. 
Saran. Hasil penelitian dapat dijadikan 
pengambilan keputusan strategis bagi pihak 
eksekutif dalam rangka meningkatkan pertum-
buhan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan 
masyarakat. Namun demikian diperlukan ana-
lisis lanjutan yaitu indikator-indikator apasaja 
yang dapat mempengaruhi tata kelola pemerin-
tahan yang baik, transparan, akuntabel dan 
memberikan manfaat yang signifikan bagi 
masyarakat di masing-masing daerah.  
Pihak legislatif selaku pihak principal diha-
rapkan mampu menjadi kontrol bagi Pemerin-
tah Daerah yang bekerja dengan tidak mene-
rapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pi-
hak legislatif hendaknya berperan banyak da-
lam rangka meningkatkan pertumbuhan ekono-
mi daerah. Mereka merupakan penyambung 
lidah rakyat yang harus disampaikan kepada 
pemerintah agar kesejahteraan masyarakat da-
pat tercipta dengan adil dan merata. 
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